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Pustakawan dan Kode Etiknya
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D. Zifikar Zen, &, MA.*

ABSTRACT

Dne of the characteristics of a profess onal or gani zationi sthe ofCodeof Ethics TheCodeof Ethics is aset of document
contains of norms of professional conduct and behaviousr required byall ofmember softhe professional association.
The Indonesian Library Association (ILA) asa professional organization hasalready hed itsCode of Ethics The ILA
members have to use the Code of Ethics astheir normsguidancein their activities. The objectivesofthe ILA Code of
Ethics are a). to form and to shape the character Oflibrarians b] . to control theattitude ofthe librarians and used as
social control means ) to prevent the misunderstandings and conflictsamong librarians and between librarians and
thedr comimunity; and d), to build the commernity trust and toimprovetheimegeoflibrarians. The ILA Codeof Ethics
iz part of the organizgation constitution.
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ABSTRAK

Salah satu cirl organisasi profesi adalah memiliki Kode Etik Kode Etik merupakan dokumen yang berisi norma dan
prilaku yvang dibutuhkan bagi anggota asosiasi dalam melakukan tugas profes. Ikatan Pustakawan Indonesia (IP1)

sehagal organksasi profesi memiliki Kode Etik Anggotal P! harus menjadikan Kode Etik sebagal pedomannorma yang
harus ditaati dalam melaksanakan tugas profes. Tujuan Kode Etik 1P adalah untuk; @). Membinadan membentuk
karakter pustakawan, b) Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kentrol sosia, ¢). Mencegah timbulnya
kesalah fahaman dan konflik antar sesamaanggota dan antara anggota dengan masyarakat, dan d). Menumbuhkan
kepercayaan masyarakat dan meningkatkan citra pustakawan. Kode Etik IPl merupakan bagian yang terpisahkan
dari anggaran dasar organisasi.

Kaakunc

: KMEET Ikatan Pustakawan Indonesia, Pustakawan

A, PENDAHULUAN observasi terhadap kodeetik berbagai profes seperti

dokter, ahli hukum, dosen, tentara, angkatan laut, dan
sebagainya, sedangkan pustakawan dan guru baru
akan memulai. Pustakawan Amerika, melalui American
Library Assodation (ALA) baru sekitar tahun 1938
memiliki semacamkodeetik dengan judul "Librmry Bill
d Rghtand Fredom ¢ Red Satement”

Kode Etik (Code of Ethics / Code of Conducts) mulai
muncyl setelah abad XIX, sebelumnya seseorang
disebut professional adalah orang yang "gentleman”,
tidak membutuhkan instruksi formal bagaimana
ia berprilabo Memasuld abad XX, muncul beragam
organisasi professional vang mengembangkan kode etik

profesi. Sedanglan Kode Etik bagi pekerja informasi
atau pustakawan muncul agak terlambat, baru muncul
awal abad XXI, Pembicaraan tentang Kode Etik bagi
pustakawan untuk pertama kalinya dijelaskan tahun
1903 oleh Mary W. Plummer [1903) yang dikutip
oleh Feather and Sturges (2003]. la telah mel akukan

Saat ini hampir semua organisasi profes yang
professional memiliki Kode Etik, termasuk Ikatan
Pustakawan Indonesia (Kode Etik IPI). Kode
Etik diperlukan untuk menjadi pedoman dalam
melaksanakan tugas profes. Kode Etik menuntun
seseorang dalam berprilaku, bertindak dalam setiap
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aktifitas dan kegiatan profesnya. Hamplr semua
organisasi pustekawan tingkat nasional memiliki
kode etik. Bila dibandingkan sat u sama |ain banyak
persamaanya. Hd tersebut tejadi l‘karena secara
universal dimana pun pustakawan herada mereka
adalah pekej ainformas {information workers) yang
memberikanlayanan informasi kepada penggunanya.

Sesuai dengan perkembangan dan perubahan, heiik
dalam internal, maupun eksternal profesi tmenumnit
adanya pembaharuan terhadap kode etik yang sudah
ada. Ikatan Pustakawan Indonesia setiap 3 [tiga) tahun
mengadakan Kongres. dan salah sabu agenda penting
dal amkongres adal ah meninjan ulang Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga [AD/ART) termasuk di
dalamnya Kode Etik IP.. AD/ART dar Kode Eik IPI
merupakan satu kesatuan yang tidak t Pisah.

Pengalamanselamaini, kegi atan peninfauan ulang AD/
ART, terutama Kode Etik |P seringkali tidal tintas.
Begitu juga dengan sosialisasinya sangat terbatas.
Akibatnya, hampir dapat dipastikan tidak banyak
pustakawan Indonesia, termasuk anggota Pl yang
memahami Kode Etik tersebut. D haraplan Kode Etik
IR tidak berlaku bagi anggota IPl, tetapi juga menjadi
pegangan profesi pustakawan Indonesia lainnya.
K eberadaanK ode Etik i dak hanyamelindungi anggota,
tetapi juga profes, pengguna dan masyarakat luas
Kode Etik dibuat untuk memberikan jaminan kepada
masyarakat terhadap jasa yang diberikan pustakawan

B PUSTAKAWAN: PRCFES| ATAU BUKAN?

Sering terjadi keragu-raguan, apakah pekejaan
pustakawan itu sebagai "profes” (profession) atau
hanya sebagai "pekerja” (occupation). Tentu saja hal
ini akan menjadi bahan diskus yang menarik untuk
diperbincangan. Bagi merekayangmenganggapsebagai
profesi akan mengemukakan dengan berbagai alasan,
sebaliknya mereka yang mengatakan bukan profesi
tentu jugamemiliki landasan berfikir pula. Perbedaan
ini kadang tidak hanya pada pandangan masyarakat
umum, tetapi sebagian pustakawankadang juga“ragu”
untuk mengatakan kegiatannya bersifat professional
dan pustakawan adal ah profes.

Banyak penyebab keraguan para pustakawan tentang
status profesnya Saat ini (2014), sebagian besar
pustakawan Indonesia tidak memiliki latar belakang
pendidikan formal 1lmu Perpustakaan dan Informas.
Semenjak tahun 1988, pustakawan Indonesia sudah
diperlakukan sebagai “jabatan fungsional’, setara

dengan jabatan profes lainnyn, seperti polisi, halkim,
dokter dan sebagainya. Persyaratan minimal menjadi
pemangku Jahatan Fungsional Pustakswan adalah
memiliki ljazah Diploma Dua (DIT) limu Perpustakaan
dan Informazl, Bila dibandingkan dengan profesi laln
tentu juga tidak bisa, karena umummnyan profesi laln
minimal berpendidikan Sarjana (51). Bahkan mereks
setelah mendapatkan pendidikan keilmuan harus pula
mengikuti "pendi di kan profesit Meskipun jabatan
fungsional pustakawan awalnya untuk pustakawan
Pegawai Negeri Sipil [PNS), tetapi juga dapat diilouti
oleh yang bukan PNS, seperti halnya jabktan fungsional
guru dan dosen.

Sampal dengan tahun 2013, hanya terdaftar di
Perpustakaan Nasiona Rl sckitar! 3062 omang
pustakawan yang memangku jabatan fungsional
pustakawan. Banyak pustakawan ydng memiliki
pendidikan formal [Imu Perpustalaan dan Informasi
tidak menjadi PNS bahkan, sebagian besar dari
mereka jugatidak menjadi anggpta IPL. Yang menjadi
anggota IPI sgja banyak yang tidak memahami Kode
Etik Pustakawan, apalagi mereka yang bukan anggota.

Untuk meyakini bahwa pustakawan pdakah profesi,
[bukan pekerjal, tentu harus dilihat dér persyaratan
sebuah organisas disebut sebagai organisasi
professional. Menurut Winamo Surachmad [1973)
pakar pendidilan yang dikutip Hermawan [1979)
mengatakan bahwa syarat-syarat profes adalah:

1 Mempunya bidang pekerjaan terteniu, tdak
samadengan profesilain.
Bersifat pengabdian kepada masyarakat
Membutuhkan persyaratan dazar tertentu.
Mempunyai ketrampilan khusys
Mempunyai organisasi profiesi
Mempunyai pedoman sikap dian Bngkah laku,
serta etika

7. Mempunyai Dewan Kehormatan
Pustakawan senior dari Library Association, Russel
Bowden [1994), menyatakan bahwa suatu pekerjaan
dianggap profesi apabila memenuhi 4 [empat] syarat
yaitu:

1. Memiliki pekerfaan bersifat  intetelekisal,

saintifik, dan praktikal

2, Memilki standar yang baku dalam bekerja

3. Terorganisir secara sistematis

4. Layanan berorientasi pada masytakat
Di samping itu dengan mengutip pendapat Louis D
Brandeis, Dr Wirawan (1993) mengatakan bahwa
suatu pekerjaan disebut profes bila masmeniuhi 3 (tiga)
syarat yaltu:

1. Pekerjaan tersebut memerlukan perswaratan

=T R
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Intelektual bukan melulu keterampilan.

2. Untuk melakukan kegiatan profes harus
mengikuti pendidikan daam bidang ilmu
tefsebut,

3. Pekerjaan dalam profes ditujukan untuk
orang lain, atau pemakai jasa, bukan untuk si
professional.

4. Suksesnya pekerjaan tidak diukur dengan
Imbalan wang.

Melihat ketiga pendapat diatas, pustakawan atau
masyarakat luas dagat mengambil kesimpulan.Apakah
pustakawan profesi atau pekerjaan,

Bermula dengan pendidikan perpustakaan pada
20 Oktober 1952, Indonesia telah menyediakan
pendidikan bagl para pustakawan. Ddamkurikulumnya
bermuatan terori dan praktek. Sampai dengan akhir
tahun 2013 terdapat 32 pergursantinggi di Indonesia
vang menyedialan pendidikan formal dalam bidang
limu Perpustakasn dan Informasi bagi pustakewan.
Pendidilcan yang ada, 21 program studi untuk Diploma
(D111, 17 program studi untuk Sarjana (51} dan 5
program studi untuk Pascasarjana (52).

Bermula tahun 1954, pustakawan Indonesia telah
pula membentuk organisasi profes yang merupakan
gabungan antara  pustakawan, arsiparis dan
dokumentalis, [katin Pustakawan Indonesia (1Y) lahir
pada tanggal & Juli 1973 dan IP merupakan organisas
formal pustakawan Indonesia secara nasiona dan
berkiprah mewakili Indonesia pada tingkat regional
dan internasional. [Pl memiliki AD/ART yang di
dalamnya terdapat Kode Etik bagi pustakawan.

Sudah tidak diragukan lagi bahwa pustakawanadalah
pemberi jasa dan pekerja informas yang dibutuhkan
oleh penggunanyi. Kata “pelamggan” [clients) masih
jarang digunakan kepada pengguna jasa pustakawan.
Hal ini disebabkan karena kata pelanggan selama
ini berorentasi profit dan mencari keuntungan.
Yang dapat juga dipastikan keberhasilan jasa yang
diberikan pustalawan tidak dapat diukur dengan
uang. Bahkan untuk beberapa jenis perpustakaan
saporti  Perpustakaan Sekolah dan Perpustaloan
Umium, diharuskan member jasa tanpa bayar {gratis).
Pustakawan dilarang memunput juran ataw uvang
anggota kepada pemakal jasanya. Uang denda yang
berlaku di perpusmkaan hanya sehagal bagian dari
penegakkan disiplin pengguna.

Dengan memilild lembaga pendidikan, organisasi
profesi yang didukung dengan kode etik, serta
berorientasi kepada jasa kepada masayarakat yang

tidak mencari keuntungan, agaknya pustakawan dan
jugamasyarakat dapat memahami bahwa pustakawan
adalah profesi.

Beberapa sisi perkerjaan pustakawan menuntut
wawasan dan intelektual. Pengembangan koleks
adalah otoritas yang menuntut pustakawan
bekerja secara professional. Pustakawan tidak akan
mengembangkan koleks tanpa mengkaji kebutuhan
pemakainya. Ddam kegiatan organisasi informasi,
menentukan subjek dokumen dalam pengindeksan
verba  (tajuk subjek, thesaurus) atau non-verbal
(klasifikasi) menutut intelektual pustakawan. Ddam
memberikan layanan kepada pengguna harus juga
professional dengan menerapkan berbagai prinsip
ilmiah agar dapat memberikanlayanan maksimal

Meskipun diakui saat ini banyak otoritas atau
wewenang yang seharusnya berada di tangan
pustakawan dikuasai oleh pihak lain, namun tidak
mengurangi makna profesi pustakawan. Umumnya
mereka yang mengambil aih pekerjaan professional
tersebut, karena juga tidak memahami profes
pustakawan. Banyak orang beranggapan bahwa
pustakawan adal ah sebagai " penjaga buku" (the book
custodians, books keepers). Pekerjaan hanya tukang
susun buku di rak dan member stempel.

Banyak otoritas pustakawan yang diambil dih,
dan banyak pula pustakawan yang tidak memahmi
profesinya. Perpustakaan sering dijadikan “tempat
buangan'. Dapat dibayangkan kegiatan profes yang
dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya Dari
sinilah munculnya citra negative terhadap profesi
pustakawan, dan orang meragukan pustakawan
sebagai profes.

Dr. Wirawan (1993) mengutip pendapat beberapa
pakar tahun 60an yangtelah meragukan pustakawan
sebagai profesi antaral ainPiere Butler (1961), William]
Goode (1966). Bahkan Goode mengatakan pustakawan
"tidak akan pernah menjadi profesi, karena pustakawan
mempunyai kekuasaan atau pengaruh sangat lemah
terdahap kliennya” Pendapat Goode ini menjadi topik
hangat dalam K onferens AmericanLibrary Association
(ALA, 1967). Anggapan Goode tsb dibuktikan dengan
hampir 30% dari buku yang dibeli pustakawan tidak
dibaca oleh pemustakanya. Berbeda dengan dokter
yang mendiagnosapenyakit dan menentukan obatnya,
bukan pasien.

Untuk kasus Indonesia, barangkali prosentas
tersebut akan lebih besar lagi, karena sering koleks
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di perpustakaan tidak ditentukan oleh pustakawan.
Banyak orang ingin terlibat dalam pengadaan
koleksi (terutama pembelian) karena dari kegiatan
tersebut mereka mendapat keuntungan pribadi atau
kelompoknya. Dengan katalain sering disebut karena
UUD (ujung-unjungnyaduit).

Ddan paradigma mutakhir diyakini bahwa
pustakawan adalah "garda pengetahuan” (the
guardiansof knowledge). Saat ini tak satu pun profes
yang kegiatannyamengumpul, mengolah, menyimpan
dan menyebarkan informas, kecuali pustakawan.
Bahkan Prof. Toety Nurhadi-Soeseno, (Guru besar
Filsafat Universitas Indonesia) pernah mengatakan
dalam pertemuan ilmiah dengan dosen Jurusan [lImu
Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia
(JIP FUI) “tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi
dengan perkembangan ilmu, tanpa ada omng yang
namanyapustakawan.Pustakawan menjadi matarantai
ilmu masalalu sampai padagenerasi masakini dan juga
akanmewariskanuntukgenerasimendatang”. Sal ahsatu
sumbangan pustakawan adalah sebagal “pereservasi
pengetahuan (knowledge preservation). Karenanya
tanpa ragu Melvil Dewey (A876) menegaskan bahwa
pustakawan adalah profes.' The time has come, when
a librarian may without assumption, speak of his
occupation asa profession”.

Untuk mengawa pustekawan bekerja secara
professional, sehingga jasa yang diberikannya
sesuai dengan kebutuhan pemakal, maka tuntutan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi
wagjib. Di sampingmenguasai ilmunya, pustakawanjuga
diharuskan memahami dan mendalami informasi yang
dibutuhkan penggunanya Diharapkan pustakawan
"selangkah’ di depan penggunanyadalarn memberikan
berbagai sumberdaya informasi. Pustakawan harus
setara dan memiliki bahasa yang sama dengan
penggunanya. Pustakawan memiliki berbagai sarana
bibliografi yang memungkinkan mengetahui lebih
dahulu perkembangan subjek tertentu dibandingkan
dengan penggunanya.

Ddam UU 43 tahun 2007 tentang perpustakaan,
sumberdaya mansuia yang berada di perpustakaan
terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu “pustakawan” dan
"tenqgateknis perpustakaan’. Scbagal Pegawai Negeri
Spil (PNS) terdapat 7 (tujuh) tingkat pustakawan.
Masing-masing tingkat memiliki wewenang yang
berbeda. Semakin tinggi tingkatannya, tuntutan
terhadap kegiatan intelektual |ebih tinggi, sebaliknya,
pekerjaan teknis, banyak dilakukan oleh pustakawan
tingkatan rendah. Namun demikian, pembagian dua

kategor| tentulah kurang tepat karena mereka yang
menduduki jabatan siructural pun pada hakikatmya
melakukan pekerjaan yangtalk kalah pentingnya dengan
uraian tugas pustakawan fungsional Bahkan semua
orang yang bekerja untuk pustakawan langsung atau
tidak langsung medulung tugas pokok dan dan fungsi
perpustakaan,

C. KODEETIK: BATASAN, TUJUAN

1 Batasan

Dilihat dari sisi asal usul kata [etimalogis), Kode Etik
terdiri dari 2 (dua) kata, yaimu kata Kede dan Etik. Kedua
kata tersebut dalam bahasa Inggris adalah "code” dan
“Ethic”. Untuk Istlah Code terdapat berbagal makna
yaitu; a). Tingkah laku, prilaku f{hafriour), yadtu
sgumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang
berprilakudal am hidupnya atau dalam situasi terbentu;
b). Peraturan atau undang-undang {rufes or laws) yang
harus diikuti. Sedangkan kata "Etiic”, tunggal bermakna
sebagal suabu gagasan umum atau kepercayaan yang
mempengaruhl prilaku dan sikap masyarakat (people’s
behaviour and attitudes). Kata “Ethies”™ dalam bentuk
jamak bermakna sejumlah aturan morl atau prinsip
prilabu menentukan mana yang benar dan mana yang
salah (for decidingwhat isrightor wrong).

Setelah kedua kata tersebut digabumg terdapat
berbagai batasan tentang Kode Bik. Perbedaan dalam
memberikan batasan karena dipengaruhi oleh sudut
pandang masing-masing pakar. Berikut beberapa
definis tentang Kode Etik, yaitu:
Kumpulan kewajiban wamg mengikat para
pelakuk profesi dalam melaksanakan praktek-
nya. (Frans MagnisSuseno, 19849}

»  Dokumen yang berisi norma moral dan prilaku
professional  yang dituntut dari anggota
aspsiasi yang professional (o document setting
out af the norms of professional conduct and
behaviour required of members of @ professional
associgtion) (Horrod Libronions' Glossary,
1995)

= [Pernyvataan standar preofest yang ideal yang
dianut oleh sebelompok profesinal atau
arganisasi profesi untuk menuntun anggotania
dalam  mengemban tanggung  jawah
profesionalnya. [ALA Glassery of Lilrary and
Information Scence, 1983)

o Suatustandardstentang etika prilaku sesearung
datam suaty asosiasi pang professional (o set
of standard of ethical hrhaviour expected of
individual member of professional associalion)
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(Feather and Sturges, 2003)

o Persetujuan bersama yang berasal dari anggota
profesi itu sendiri untuk mengarakkan mereko
sesuai dengan nilai-nilai ideal wang difngingkan
{Martono,  1991]

o Fernyatoon prinsip ideal dan standar priloky
prafessional pang dibuktikan oleh kelompok
prafesi dan secara suka rela dianut oleh pam

anggotamyn (Shaffer dolom Wirawan, 1993)

e Norma-norma yamg harus diindahkan oleh
orang-orang yang menjolankan  profess
tersebut. [Sosbakti dalam Hermawan, 1979)

o Pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan
i datem dan di luor kedinasan [ Posal 28
Uil No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegowaian)

Dari berbagai batasan di atas dapat dikatakan bahwa
Kode Etik adalah norma yang harus dipatuhi dalam
berprilaku dan melaksanakan tugas profesi. Kode Etik
Pustakawan panduan perilaku yang seharusnya ditaati
oleh semua anggota [P dalam mel aksanakantugasnya.
Meskipun Kode Etik [Pl hanya dibuat untuk anggota
IPl, namun dalam pengamalannya dapat dijadikan
pedoman bagi pustakawan yang tidak menjadi
anggota [Pl Hamya saja akan menjadi masalah apabila
pelanggaran Kode Etik dilakukan ol eh bukan anggota

2. Tujuan

Berbagal tujuan yang hendak dicapal oleh tersedianya
kode etk profesi. Feather and Sturges (2003)
mengatakan bahwa Kode etlk yang dibuat oleh suatu
organisasi | profesi bertujuan untuk  menetapkan
dan mendorong anggotanya bekerja professional
anggotanya [to establish and encoumge the highest
possible standard of conduct Dy their members in
performance of professional duties). Hermawan dan
Zulfikar fen [2006) menyimpulkan 5 (lima) tujuan
Kode Etik, yaitu untul: a) Menjagamartabat dan moral
profesi; b]. Memelihara hubungan dengan anggota
profesi; c). Meningkatkan pengabdian anggota profes;
d). Meningkatkan mutu profesi dan €. Mdindungi
masyarakat pengguna jasa profesi.

Kehadiran, suatu Kode Edk diharapkan memberi
manfaat bagi anggeta profesi, profesi dan masyarakat
pengguna jasa profesl. Kode Etik akan menuntun
anggota dalam menjalankan kegiatan pofesinya, Rasa
kesetio-kawanan diharapkan akan tertanam melalui
Eode Btk Sifat tolong menolong menjadi tujuan yang
hendak dicapal oleh Kode Etlk Dalam melakulan
pengabdian profesi, anggota harus memberikan
yung terbalk bapi pengpuna jasa profesinya. Secara

terus menerus anggota profesi berkewajiban untuk
meningkatkan mutu jasa yang diberikannya, Kode
Etik Profes mendorong anggota untuk terus menerus
mengupayakan meninkgatkan wawasan dan
keterampilan paraanggotanya. Kemagjuansuatu ilmu
pengetahuan dan keterampilan suatu profes sangat
ditentukan oleh pelaksanaan Kode Etik profesi yang
bersangkutan.

Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah
perlindungan terhadap masyarakat yang
memanfaatkan jasa profes. Kode Etik merupakan
rujukanbersamaantarapelaksanaprofes (professional
workers) dengan pengguna jasa profes [clients).
Apabila salah satu dari kedua belah pihak merasa
dirugikan, maka Kode Etik akan dijadikan sebagai
pedoman bersama. Lazimnya organisas profes akan
membentuk Dewan K ehormatan Profes yang bekerja
secara bebas (independent), mementukan apakah
sudah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi. Kode Etik
akan dijadikan pedoman bersama, baik pustakawan
maupun masyarakat. Sangkaan salah praktek (mal
praktek) akan dibuktikan dengan berpedoman kepada
KodeEtik Hukumandari pelanggaranKode Etik Profes
tidak sama dengan pelanggaran terhadap hukum
biasa(pidana atau perdata).

D. KODE ETIK IKATAN PUSTAKAWAN |INDONESIA

1. Pendahuluan
Kode Etik IPI merupakan: ). Aturan tertulis
yang harus dipedomani oleh setigp Pustakawan
Indonesia dalam melaksanakan tugas profesinya
sebagai pustakawan; b). Landasan moral yang harus
dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh
setiap pustakawan Indonesig; dan ). Ketentuan yang
mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas
kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna,
masyarakat dan negara.

Setiap Kongres, para anggota profesi menetapkan
secara bersama AD/ART, termasuk Kode Etik IPl yang
disesuaikan dengan perkembanganilmu pengetahuan
dan teknologi serta kebutuhan. Kongres merupakan
pertemuan tertinggi organisas Ikatan Pustakawan
Indonesia. Has | Keputusan Kongresadal ah kesepakat-
an bersamayang harus diikuti oleh Anggota |Pl, baik
yang menghadiri atau pun yang tidak menghadiri
Kongres IFl. Penetapkan Kode Etik IPI versi Kongres
terakhir IPI harus dijadikan pedoman bersama bagi
anggota IFl. Kode Etik 1P terakkhir ditetapkan pada
Kongres IPl XIL 29 November 2012 di- Palembang
Sumatera Sdlatan.
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Ikatan Pustakawan Indonesiasebagai suatu organisas
yang sedang berkembang, selalu menyesuaikan Kode
Etiknya dengan perkembanganyangterjadi. KodeEtik,
pada hakikatnya sangat melekat dengan diri pribadi
seorang pustakawan. Organisas hanya menfasilitas
pustakawanda am melaksanaKode Etik Namun diakui
bahwa selama ini, sosialisas kepada anggota dan
masyakarat|uas tentang Kode Etik IPl masih terbatas.
Jangankan masyarakat umum, para anggota IPl pun
masi h banyak yang belum memahami Kode Etik IP.

KodeEtik IP merupakanbagianyangtidakterpisahkan
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART IPl), seperti tertera pada Bab IV, Pasal 19,
ayat 1.dan 2 sbb:

"(1) Kode Etik Pustakawan Indonesa disahkan
serta dinyatakan berlaku oleh Kongres IPI yang
naskahnya menjadi satu kesatuan dengan dan
tidak terpisahkan dengan Anggamn Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga IPI; (2) Perubahan dan
penyempurnaan Kode Etik Pustakawan Indonesia
dilakukan oleh Kongres'

2. Tujuan
Paling tidak terdapat 4 (empat) tujuan Kode Etik IP],
yaitu:
a Meamnbina dan  membentuk  karakter
pustakawan

b. Mengawas tingkah laku pustakawan dan
sarana kontrol sosal

¢. Mencegah timbulnya kesalah fahaman dan
konfiik antar sesama anggota dan antara
anggota dengan masyar akat.

d. Menumbuhkan kepercayaan kepada masyamkat
dan meningkatkan citra pustakawan

Jelas dari tujuan di atas, Kode Etik IR diharapkan
membina dan membentuk karakter anggota IP.
Sebagai suatu profesi yang berorietasi jasa, “karakter”
atau budi pekerti sangat menentukan keberhasilan
tugas profes. Anggota IP adalah suatu profes yang
berorientasi pada jasa Kode Etik IP harus dijadikan
pedoman pustakawan dalam berprilaku, bersikap
dan bertindak Kode Etik IPI dapat jugasebagai sarana
kontrol sosial terhadap prilaku pustakawanIndonesia

Kode Etik 1P diharapkan dapat melahirkan semangat
kesetia-kawanan yang erat antar anggota. Pustakawan
Indonesiahkarus menganggappustakawan |ain sebagai
sejawat yang harus dihormati, sebagai mana pulaia
ingin dihormati oleh pustakawan lain. Kalimatterakhir
ini tertulis dalam sumpah jabatan dokter |ndonesia

Dengan adanya Kode Etik 1Pl diharapkan pula
dapat mencegah terjadinya kesalah fahaman dan
konflik antara pustakawan dengan masyarakat vang
memanfaatkan jasanya. Adalah tidak sepantasnya
pustakawan berbuat yang melanggar kode etiknya
sendiri dalam memberikan layanan informasi kepada
masyarakat

Sebagai profes yang berorientasi jasa [service oriented),
profes pustakawan harus mendapatian kepercayzan
dan pengakuan dari masyarakat. Tersedianya Kode
Etik TPl, masyakaral akan memahaml mana yang
seharusnya dilakukandan mana yang seharusnya tidak
dilakukan oleh pustalawan dalam melalsanakan tugas
profesinya. Pada akhirmya diharapkan citra profesi
akan meningkat. Orang tidak lagl menganggap habwa
pustakawan hanya seorang yang tukang jaga buku, dan
tidak professional.

3. Sikap Dasar Pustakawan
Sehagal seorang professional, pustalswan [ndonesia
sikap dasar Sikap dasar adalah baglan utama yang
harus menjadi pegangan pustakawan dalam melakukan
kegiatan profesinya. Terdapat 6 (enain] sikap dasar
yang harus dimiliki ol eh pustakawan Indonesla, yaltu:

1. berupaya melaksanakan t\gas sesual dengan
harapan masyarakat pada amumiye dan
kehutuhan  pengguno  perpustakoon  pada
[ TTE TEA [T

2. bherupaya  mempertahonkan  keunggulan
kompetensd setinggl mung kin dan berkewajiban
mengikuti perkembangan;

3. berupaya membedakan antoro  pendangon
atau sikap hidup pribadi dan tagas profesi;

4. menjamin bahwea Hndokan don keputusonnyg,
bardozorkon pertimbangan profesional;

5  udak memyalah gunakan posisinpa  dengen
mengambll  keuniyngan kecpsll olps  josa
profesi;

6. bersifat sopon dan bijaksane dalom melgyan
masyarokot, baik dolom weopan  moupun
perbuatan.

Memenuhi harapan dan memuaskan kebutuhan
informasi masyarakat bukanlah pekerjdan yang mudah
bagi pustakawan. Pustakawan Indonesia memiliki
keterbatasan dalam sumberdaya, balk sumberdaya
informasi, mau pun sumberdaya manugia. Oleh karena
itu kerjasama antar pustakawan adalabh mutlak
Dengan segala kemampuan yvang ada pustakawan
harus berusaha maksimal dalam medayani,



Il 1
7 | Jurnal |katan Pu*takawan Indonesia Volume 1, Nomor 1, Mei 2014

Untuk dapat memberikan layanan yang maskimd,
pustiakawan Indonesia harus sdau, meningkat
kompetensinya, baik melalui pendidikan formal atau
pun non formal Perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologl, menuntut profes pustakawan untuk
selalu menglkuitl perkembangan tersebut. Bila hal
tersebut tidak dilakaukan, maka ia akan ditinggalkan
pemalkainya,

Dalam melpyani pemakai, pustakawan | ndonesiahams
adil dan harus dapat membedakan pandangan dan
sikap hidup pribadinya serta setiap keputusan yang
diambil harus professional.

Sudah difahami bersama bahwa perpustakaan adalah
lembaga yang tidak mencari keuntungan (non profit
organization], karemanya pustakawan tidak boleh
mencarl keuntungan pribadi atau kelompok di
perpustal@an. [ samping itu, pustakawan Indonesia
dituntut sopan dan bijak dalam melayani.

4. Hubungan dengan pengguna
Dalam  menjalin - hubungan  dengan  pengguna,
pustakawan harus berpedoman pada Kode Etik [P
mengatur hubungan sebagal berikut, yait.

1. menjunjung tinggi hok perorongon  atos
imformasi. Pustakawan menyediakan  akses
tak terbotos, adil tanpe memandang ras,
ogama, stotus sosial, elonomi, politik, gender,
kecuall ditentukan oleh peraturan perundang-
uRdaRan;

2. rtidok bertanggung jawab atas kensekwensi
penggunaan informasi yang diperolef dard
perpustakaan;

3. berkewajiban mel i ndungi hakpr i vasi pengguna
dan kerahasiean menyengkul informasi yang
dicari:

4. mengakal don  menghormar  hak il
Inbelektanal:

Dalam UUD 1945, Decleration of Human Right (1948)
miau pun dalam U Ho, 14 @hun 2009 tentang Hak
Azasi Manusia, dinyatakan bahwa untulk memperoleh,
menyimpan dan menyebarkan informasi merupakan
hak azasi manusia. Hal tersebut sejalan dengan Kode
Etik 1P,

Pustabawan Indonesia hams menjunjung tinggi hal
perorangan atas informasi, melayani dengan adil
serta tidak boleh diskriminatif. Apapun dampak dari
informasi yang diperoleh dari perpustakaan bukan
tanggung jawab pustakawan. Pustalawan |ndonesia

harus menghargal hak individu (hal privas) serta
menghormati hak milik atas kakayaan intelektual
(HAKI). Pengadaan bahan pustaka dan layanan
fotokopi di perpustakaan hams menjamin tidak
terjadinyapelanggaran hak cipta.

5. Hubungan Antar Pustakawan
KodeEtik I memberikan5 (lima) pedomanhubungan
yang dilakukan pustakawan Indionesiadengan teman
sejawatnya, yaitu:

1. berusasha mencapai keunggulan dalam
profesnya dengan cara  memelihara
dan mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan;

2. bekerjasama dengan pustakawan lain dalam
upaya mengembangkankompetensi profesional
pustakawan, bai ksebagaipemrangan maupun
sebagai kelompok;

3. memdihara dan memupuk hubungan kerja
samayang baik antara sesamarekan;

4. memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan
terhadap Korps Pustakawan secarawajar;

5. menjaga nama baik dan martabat rekan, baik
didalam maupun diluar kedinasan.

Pustakawan baik secara perorangan maupun sebagai
berkelompok harus senantiasa mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan, sehingga; layanan
yangdiberikanbersifat professional.

Daam era sekarang, tak satupun perpustakaan yang
lengkap dan mampu memenuhi kebutuhan informas
penggunanya. Oleh karena itu kerjasama antar
pustakawan adalah mutlak Di samping itu mengatasi
kekurangan, pustakawan bekerjasama dengan niat
untuk berbagi, baik sumberdayamau pun pengalaman.
Kaa pepatah “Berat sama dipikul, ringat sama

Indonesia.

Kesetiaan terhadap Pl sebagai Korp Pustakawan
Indonesia hams dimiliki bersama oleh pustakawan
Indonesia. D samping itu, sesama pustakawan harus
saling menjaganama baik dan martabat rekan sejawat
dimanadan kapan pun jua.

6. Hubungan dengan Perpustakaan
Perpustakaan tempat mengabdi pustakawan hams
sdlau ditingkatkan dan dikebangkan. Pustakawan
Indonesiaberkebajiauntuk:

1 lkut aktif dalam perumusan kebijakan

menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan;

2 bertanggungjawab terhadap pengembangan
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perpustakaan;

3. berupaya rnernbantu dan mengernbangkan
pernaharnan serta kerjasama <ernua jenis
perpustakaan.

Meski pun kebutuhan terhadap perpustakaan
adalah kebutuhan semua orang, namun Pustakawan
Indonesia harus selalu berada digaris depan untuk
pengembangannya. Setiap kebijakan yang terkait
dengan perpustakaan dan pustakawan, anggota IR
wajibterlibat didalamnya.

Dadam pengembangan perpustakaan, pustakawan
Indonesia hams mengembangkan semua jenis per-
pustakaan, baik Perpustakaan Nasiona, Perpustakaan
Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan
Umum, mau pun Perpustakaan Khusus. Di samping
perpustakaan yang dikelola pemerintah, perpustakaan
yang dikelola masyarakat pun merupakan kewajiban
bagi anggota IPl untuk mengembangkannya, baik
secaralangsungatau tidak langsung.

7. Hubungan dengan Organisasi Profesi.
Kode Etik IP jaga memberikan pedoman bagaimana
hubungan pustakawan Indonesia dengan organisasi
profesinya, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia
Anggota I[Pl hams;
1. membayariuran keanggotaansecaradisiplin;
2. mengikuti kegiatan organisas  sesual
kemampuan dengan penuh tanggung jawab;
3. mengutamakankepentinganorganisasi diatas
kepentingan pribadi.

Sebagai suatu organisasi non profit, I hamsdi biayal
oleh anggotanya atau usaha lain yang sah dan tidak
mengikat. Ddam AD/ART IP dinyatakan bahwasetiap
anggota harus membayar iuran sebesar Rp. 10.000.-
(sepuluh ribu rupiah) perbulan dan bagi mahasiswa
Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) perbulan.

Dadamkenyataan tidak mudah mendisiplinkananggota
untuk membayar iuran anggota, karenanyalP selama
ini lebih mengandalkan sumber lain yang syah dan
tidak mengikat. Keldaian pembayaran iuran anggota,
tidak selalu akibat kurang disiplinnya anggota, tetapi
juga pengel olaaninformasi yang belum sempurna.

Keikutserta anggota IP dalam setiap kegiatan
merupakan suatu keharusan. Disamping mening-
katkan hubungan “silaturrahmi” sesama anggota,
juga tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan.
Kegiatan rutin organisasi |Pl seperti kongres, rapat,
kerja, musyawarah daerah selalu disertakan dengan
kegiatan ilmiah, berupa seminar, workshop, klinik,
dan sebagainya.

Dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 1P,
pustakawan anggota [Pl telah ikut serta menjalin
hubungan dengan erganisasi profesinya, yaltu Tkatan
Pustakawan Indonesia.

B, Hubungan dengan Masyarakat
Profesi pustakawan adalah memberikan jasa informasi
kepada masyarakat. Pustakawan berada di tengih-
tengah masyarakat, Hubungan yang harmonis antara
pustakawan dangan masyarakat sangat mementukan
keberhasilan kegiatan profesi, Qleh karena itu, dalam
Kade Exik IPI dinwitalan bahwa pustakawan Indonesia
herus:
1. bekerjsamo dengan anggote komonitas dan
organisasi yang sesuai
2. berupaya meringkatkan  harko! dar marfobat
kemanusiaan serta kornunites yesmg ditayaninea;
3. berupmya  memberikon  sumbongan  dofam

pengembangan kebudgyaan di masyarakat.

Disamping 1P], sejak era reformasi, di Indonesia
telah labir berbagai organisasi lain vang juga
memberikan layanan informasi. Anggota IPI harus
menjalin kerjasama yang baik dengan organisasi
pekerja informasi tersebut. Bahkan dituntut 1Pl
hendaknys menjadi “payung” atau Tperekat” bagl
semua organisasi profesi di Indonesia. Dalam banyak
hal anpgota 1P1 juga terlibat dengan organisasi lain
tersebut. Yang membedakan IP dengan organisasi
lain tersebut adalah sifat :"keterbukaan”, Keanggota
IPl terbuka untuk semua orang yang pedull wntuk
pengembagan  terhadap profesi  pustakaan  dan
lembaga perpustakaan dan informast di Indonesia.
Bahkan IP1 juga ikut serta dalam kegiatan regional
danintenasional.

Hode Btk Pl juga menuntul anggotamyn untub
berperan serta dalam meningkatkan harkat dan
martabat kemanusia serta ikut serta memberikan
sumbangan dalam pengembangan kebudayaan.
sepertl  telah  dipaparkan  sebelumnyva,  profesi
pustakawan pada hakikatmya adalah  melakukan
preservasi pengetabuan (preservation of krowledge ).
Kemajuan yang ada saat inl tdak terlepas dari
apa yang telah dilakukan pada masa lampau, dan
yang akan ditentukan oleh masa sekarang. Profesi
pustakawan adalam organizasi yvang menghimpun,
mengelok, menyimpan dan menyebarkan infermasi
sebagai sebagai sumber kemajuan tersehut.

O. Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik adalah
lkatan Pustakawan Indonesia, Apablla terjadi pe-



9 | Jurng lkatan Pu*takawan Indonesia Volume 1, Nomor 1, Mei 2014

langgaran terhadap kode Etik [P, makalP akan mem-
bentuk Deéwan Kshormatan Pustakawan |ndonesia
vang akan memeriksa sgjauh mana seorang anggota
telah melanggar Kode Etik IPL Adapun sanksi yang
akan diberikan oleh Dewan Kehormatan Pustakawan
Indonesla terdlr dar 3 [Hga) bentuk sankd, yaitu:

a.  Peringatan bicsa Berupa pembingan;

b. Peringatan ker asberupateguran tertulis;

t. Skorsing dari keanggotaan 1P,

Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesla akan

dibetuk apa bila tegjadi pelanggaran terhadap Kode
Etik.
D. PENUTUP

Darl pembahasan diatas dapat dismpulkan bahwa
pustakawan adalah profesl, yangseajar dengan profes

lainnya, meskipun di Indonesiaprofesi ini masih dalam
perkembangan.

Tersedianya embagapendidikanforma dannonformal
merupakanwadah untuk melahirkan pustakawanyang
professional.

Kode Etik Pustakawan merupakan norma yang
dijadikan pegangan sekaligus kewgjiban yang
seharusnya dilakukan. Kewgjiban tersebut tidak
hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga kewajiban
yang diberikannya kepada teman sejawatnya,
perpustakaan tempat dia mengabdi, organisasi
wadah tempat dia berhimpun, pengguna jasa yang
diaberikan, masyarakat, bangsadan negara. Bahkan
juga kewajibannya terhadap kémanusiaan, karena
memperoleh informasi adalah bagian dari hak azasi
manusia(humanrights).
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